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Motto: 
”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.” 
(Q.S. Al-Baqarah:286) 
“Akal budi dan pengetahuan adalah laksana raga dan jiwa. Tanpa raga, jiwa menjadi 
kosong belaka kecuali hanya berupa angin hampa. Tanpa jiwa, raga hanyalah 
kerangka tulang tanpa perasaan.” 
(Kahlil Gibran) 
“Education never ends, Watson. It is a series of lessons with the greatest for the last.” 
(Sherlock Holmes, The Red Circle) 
 
PERSEMBAHAN 
Karya ini saya persembahkan untuk Ibuku, Ayahku, Tanteku, Eyangku (Alm.), 










 This aims of this study is to analyze factors that affect disclosure level of Local 
Government Financial Report (LGFR) based on Government Accounting Standard. 
There are 6 (six) independent variables that affect disclosure level of LGFR as 
dependent variable. There are wealth, dependency of local government, population, 
number of functional differentiation (OPD), audit findings and level of financial 
irregularities. 
 Population of this study are Local Government Financial Report (LGFR) in 
regency/city in DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi 2014-2016. This 
study  uses secondary data by using purposive sampling method. There are 27 LGFR 
that meet the criteria of the study sample. Analysis method in this research is Panel 
Data Regression using Eviews 8.0 software. 
 The results of this study showed that the variables of wealth and population 
has significantly positive effect on the disclosure level of LGFR. The level of financial 
irregularities has significantly negative effect on the disclosure level of LGFR. While, 
the other variables such as dependency of local government, number of functional 
differentiation (OPD), and audit findings has no significant effect on the disclosure 
level. 
 
Keywords: disclosure level of LGFR, local wealth, dependency of local government, 













 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan luas pengungkapan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Terdapat 6 (enam) variabel independen yang memengaruhi tingkat LKPD sebagai 
variabel dependen yaitu kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, 
jumlah OPD, jumlah temuan audit BPK dan tingkat penyimpangan.   
 Populasi penelitian ini adalah seluruh LKPD Kabupaten/Kota DKI Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder dengan metode purposive sampling. Terdapat 27 LKPD yang 
memenuhi kriteria sampel penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi data panel menggunakan software Eviews 9.0. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah, 
jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan pada 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel tingkat penyimpangan berpengaruh 
negatif signifikan terhadap luas pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah. Sedangkan variabel tingkat ketergantungan, jumlah OPD dan jumlah temuan 
audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan pada Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
 
 
Kata kunci: luas pengungkapan laporan keuangan, kekayaan daerah, tingkat 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 Pemberian otonomi daerah di Indonesia memberikan tuntutan yang besar 
kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam 
rangka menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu 
upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan 
pemerintah yang telah memenuhi prinsip-prinsip dan disusun sesuai Standar 
Akuntansi Pemerintah.  Hal ini dibuktikan dari pernyataan dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa laporan 
pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu 
dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi 
Pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan yang semula diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 
Tahun 2010. Prinsip pelaporan keuangan yang diatur dalam SAP salah satunya 
adalah pengungkapan lengkap (full disclosure), dimana laporan keuangan 
menyajikan secara lengkap informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 
laporan pada lembar muka ataupun pada Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila 
laporan keuangan tidak mengikuti SAP, maka laporan keuangan tersebut menjadi 
kurang berkualitas, sehingga dapat terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji 





kinerja antar kurun waktu dan dengan pemerintah daerah lainnya. Lesmana (2010) 
menyatakan bahwa kualitas, manfaat dan kemampuan laporan keuangan dapat 
digambarkan dari kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan 
keuangan yang sesuai Standar Akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
laporan keuangan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 
berlaku telah memenuhi kriteria transparansi bagi pengguna laporan keuangan. 
 Menurut Sinaga (2011), isu mengenai transparansi di Indonesia semakin 
meningkat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan pejabat publik untuk menjadi 
lebih transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal 
tersebut dikarenakan krisis ekonomi yang menurunkan kepercayaan publik 
terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Selain itu adanya otonomi 
daerah menyebabkan perubahan dalam pengeluaran pemerintah pusat dan daerah 
(Mulyana, 2006). Beberapa  temuan empiris menunjukkan pemerintah daerah 
belum sepenuhnya mengungkapkan pengungkapan yang diwajibkan oleh SAP, 
dimana luas pengungkapan LKPD tahun 2006 sampai tahun 2009 hanya sebanyak 
44,56% (Hilmi, 2010) sedangkan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam 
menyajikan laporan keuangan penting terutama bagi masyarakat dimana sumber 
dana yang digunakan dalam rangka pemberian pelayanan publik sebagian besar 
berasal dari masyarakat melalui pembayaran pajak (Mardiasmo, 2004).  
 Rendahnya luas pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) menunjukkan kelemahan akuntabilitas. Akuntabilitas yang lemah 





contohnya korupsi. Hal ini dikarenakan kewenangan daerah untuk mengelola 
sumber-sumber keuangannya semakin luas berdasarkan terbitnya UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
sementara campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan daerah semakin 
kecil (Ratnasari, 2016). Oleh karena itu, penerapan reward and punishment perlu 
dilakukan secara tegas supaya pemerintah daerah taat terhadap peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).  
 Tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh pemerintah daerah dalam 
memenuhi pertanggungjawabannya adalah menyediakan informasi mengenai 
kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingannya (stakeholders). 
Pemangku kepentingan yang utama adalah masyarakat dan dewan legislatif 
daerah (DPRD). Permasalahan yang muncul apabila pemerintah tidak mampu 
menyajikan informasi secara relevan, handal, sederhana dan dapat dipahami oleh 
masyarakat sebagai konstituennya. Oleh karena itu, auditor memiliki fungsi untuk 
memberikan jaminan bahwa laporan yang dibuat pemerintah telah disajikan 
secara wajar dan sesuai dengan SAP sebelum disampaikan kepada DPRD dan 
masyarakat. 
 Kecenderungan pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan 
informasi pada laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir meningkat 
(Hilmi, 2010; Lesmana, 2010; Syafitri, 2012; Khasanah, 2014 dan Ratnasari, 
2016). Peningkatan pengungkapan informasi pada laporan keuangan dikarenakan 





Publik (KIP) menyatakan bahwa informasi yang wajib disediakan oleh pejabat 
publik salah satunya laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan tahunan, 
laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi dan laporan tanggungjawab sosial 
perusahaan yang telah diaudit sehingga pemerintah memiliki kesadaran dalam 
melakukan transparansi dan pertanggungjawaban sosial (Pratama dkk., 2015 
dalam Ratnasari, 2016). Hal tersebut menyebabkan masyarakat sebagai principal 
menuntut pemerintah daerah sebagai steward memiliki kemampuan pengelolaan 
keuangan yang baik dengan melakukan pengungkapan laporan keuangan sesuai 
standar yang berlaku demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
 Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori stewardship adalah teori yang 
menggambarkan manajer sebagai steward tidak mengutamakan kepentingan 
pribadi, tetapi lebih mengutamakan keinginan prinsipal. Berbeda dengan teori 
agensi, pemerintah sebagai steward akan mengutamakan kepentingan organisasi 
(pro-organizational) daripada kepentingan individu (self serving) untuk 
berperilaku kooperatif. Dengan demikian, keberadaan suatu organisasi sangat 
dipengaruhi oleh stakeholder organisasi tersebut sebagai wujud 
pertanggungjawaban dibanding wujud pemenuhan tuntutan (Sinaga, 2011). Hal 
ini pun bisa menjadi salah satu cara pemerintah daerah untuk mencapai tujuan 
politik dengan harapan akan terpilih kembali pada pemilu periode selanjutnya 
melalui kepercayaan publik. 
 Karakteristik pemerintah daerah mengandung arti sifat khas dari otoritas 
administratif pada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota (Lesmana, 2010). 





bahwa karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan 
sukarela dalam laporan tahunan maka pernyataan tersebut dapat diterapkan dalam 
suatu daerah. Sehingga karakteristik pemerintah daerah diharapkan dapat 
menjelaskan kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. Penelitian-penelitian sebelumnya memproksikan karakteristik 
pemerintah daerah dengan kekayaan daerah, ukuran hutang, pendapatan transfer, 
rasio kemandirian dan total aset (Laswad, 2005; Liestiani, 2008; Lesmana, 2010 
dan Hilmi, 2010). Dengan kata lain, variabel-variabel yang diproksikan oleh 
karakteristik pemerintah daerah termasuk sebagai informasi finansial dalam 
laporan keuangan.  
 Peneliti menggunakan karakteristik pemerintah daerah sebagai salah satu 
determinan luas pengungkapan wajib LKPD dengan alasan karakteristik 
pemerintah daerah menghasilkan informasi finansial yang mencerminkan kondisi 
ekonomi suatu pemerintahan melalui laporan keuangan. Pada dasarnya, sebagian 
besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak yang dibebankan 
pada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan publik. Sehingga 
penyajian laporan keuangan  yang digunakan dalam pembuatan keputusan 
diharapkan dapat menjadi bukti pertanggungjawaban (akuntabilitas) serta 
mengurangi asimetri informasi antara pihak pemerintah sebagai steward dan 
masyarakat sebagai principal (Mardiasmo, 2004).  
 Kompleksitas pemerintahan mengandung arti sebagai suatu kondisi yang 
terdapat berbagai macam faktor dengan karakteristik berbeda-beda yang 





(Khasanah, 2014). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada sektor 
pemerintahan, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan ekonomi saja, 
tetapi ada keputusan politik dan sosial yang dapat bermanfaat dalam pembuatan 
keputusan suatu pemerintahan. Penelitian-penelitian sebelumnya memproksikan 
kompleksitas pemerintah dengan jumlah penduduk dan jumlah Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) (Liestiani, 2008; Lesmana, 2010; Hilmi, 2010; Syafitri, 
2012; dan Khasanah, 2014).  
 Peneliti menggunakan kompleksitas pemerintah sebagai salah satu 
determinan luas pengungkapan wajib LKPD dengan alasan kompleksitas 
pemerintah mencerminkan kondisi yang memengaruhi suatu pemerintahan. 
Jumlah penduduk yang besar pada suatu pemerintahan berarti bahwa pemerintah 
harus memberikan pelayanan publik yang lebih kepada masyarakatnya. Jumlah 
urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik 
urusan wajib maupun urusan pilihan dapat menggambarkan kompleksitas suatu 
pemerintahan. Sehingga dibutuhkan pengungkapan yang lebih besar untuk 
membantu pembaca laporan keuangan untuk memahami kompleksitas kegiatan 
yang dilakukan pemerintah (Hilmi, 2010). Dengan demikian, penyajian laporan 
keuangan yang digunakan dalam pembuatan keputusan diharapkan dapat menjadi 
bukti pertanggungjawaban (akuntabilitas) serta mengurangi asimetri informasi 
antara pihak pemerintah dan perangkat daerah sebagai steward serta masyarakat 
sebagai principal (Mardiasmo, 2004). 
 Audit merupakan proses sistematik untuk memperoleh bukti secara objektif 





untuk memeriksa kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mulyadi, 
2002). Sehingga, kualitas sebuah laporan keuangan pemerintah daerah 
dicerminkan dari hasil pemeriksaan audit oleh auditor sektor pemerintahan, yaitu 
Badan Pemeriksa Keuangan (Kawedar, Rohman & Handayani, 2008). 
Berdasarkan penelitian sebelumnya, hasil audit diproksikan dengan temuan audit 
dan tingkat penyimpangan (Hilmi, 2010; Liestiani, 2008; Khasanah, 2014). 
 Peneliti menggunakan hasil audit sebagai salah satu determinan luas 
pengungkapan wajib LKPD dengan alasan audit berfungsi untuk memperoleh 
keyakinan bahwa informasi laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah 
daerah dapat dibuktikan keandalan dan kelayakannya (Ulum, 2009). Dengan 
demikian, BPK dapat memberikan pendapat mengenai wajar tidaknya laporan 
tersebut. BPK berhak menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya terkait dengan 
temuan-temuan audit berdasarkan pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah 
yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hal ini merupakan bentuk 
perwujudan akuntabilitas publik pemerintah daerah kepada BPK sebagai 
stakeholder yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan negara (UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). 
 Beberapa penelitian membahas mengenai pengaruh karakteristik 
pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah dan hasil audit terhadap luas 
pengungkapan dalam LKPD. Namun, sebagian besar penelitian hanya berfokus 
pada karakteristik pemerintahan daerah (Lesmana, 2010; Suhardjanto dan 
Yulianingtyas, 2011; Syafitri, 2012) sehingga peneliti mereplikasi penelitian 





menggunakan variabel karakteristik daerah, tetapi menambahkan variabel-
variabel lain yang digambarkan melalui kompleksitas pemerintah daerah dan hasil 
audit sehingga penelitian ini telah mencakup variabel-variabel yang lebih beragam 
dan komprehensif dari penelitian sebelumnya. Variabel independen yang 
digunakan untuk menjelaskan karakteristik pemerintah daerah terdiri dari variabel 
kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah, kompleksitas 
pemerintahan terdiri dari variabel jumlah penduduk dan jumlah OPD, serta hasil 
audit terdiri dari variabel jumlah temuan audit dan tingkat penyimpangan. 
 Kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas 
pengungkapan LKPD. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Laswad (2005), 
Liestiani (2008) dan Hilmi (2010). Variabel tingkat ketergantungan pemerintah 
daerah dalam penelitian Hilmi (2010) tidak berpengaruh pada luas pengungkapan 
wajib LKPD. Berbeda dengan hasil penelitian Syafitri (2012) yang menyatakan 
bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap luas pengungkapan wajib dalam LKPD. 
Hilmi (2010) menunjukkan bahwa jumlah penduduk memengaruhi luas 
pengungkapan wajib LKPD secara positif dan signifikan. Hasil tersebut didukung 
oleh penelitian Liestiani (2008). Variabel jumlah OPD dinyatakan oleh Hilmi 
(2010), Lesmana (2010) dan Syafitri (2012) tidak berpengaruh terhadap luas 
pengungkapan wajib LKPD. Hasil tersebut tidak didukung oleh penelitian 
Khasanah (2014) yang menyatakan bahwa jumlah OPD memengaruhi luas 





Jumlah temuan audit tidak memengaruhi luas pengungkapan wajib dalam 
LKPD (Hilmi, 2010). Hasil tersebut tidak didukung oleh penelitian Liestiani 
(2008) yang menyatakan bahwa jumlah temuan audit memengaruhi luas 
pengungkapan wajib dalam LKPD secara positif dan signifikan. sedangkan 
tingkat penyimpangan memiliki hasil positif signifikan terhadap luas 
pengungkapan wajib dalam LKPD (Hilmi, 2010).  
 Penelitian terdahulu terkait dengan pengungkapan laporan keuangan 
pemerintah daerah belum banyak dilakukan daripada laporan keuangan 
perusahaan. Selain itu, Hilmi (2010) menduga motif yang mendasari 
pengungkapan cenderung sulit untuk dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian 
ini menggunakan pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang 
bersifat wajib (mandatory disclosure) sehingga akan lebih mengukur ketaatan 
dibandingkan pengungkapan. Peneliti tertarik untuk mengambil tema penelitian 
tentang pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah karena sangat 
sedikit penelitian yang telah dilakukan karena pada praktiknya terdapat 
keterbatasan informasi dan data dari pemerintah yang dapat diakses masyarakat 
secara bebas (Asyrofi, 2016). Dengan demikian, mengingat tuntutan good 
governance yang berasal dari pihak pemangku kepentingan terutama masyarakat 
meingkat, maka penelitian tentang pengungkapan informasi atas laporan 
keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan rata-rata 
luas pengungkapan pemerintah daerah masih terbilang rendah yaitu 22% 
(Lesmana, 2010); 35,45% (Liestiani, 2008); 44,56% (Hilmi, 2010); 52,09% 





 Penelitian ini menggunakan basis akuntansi yang digunakan sebagai 
pengukuran kepatuhan pengungkapan LKPD yang diwajibkan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
yaitu berbasis akrual secara penuh sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah 
No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju 
akrual. Hal ini dikarenakan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis 
akrual dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun sejak diterbitkan PP No. 71 
Tahun 2010. 
 Peneliti menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota wilayah Jabodetabek karena masih belum ada penelitian yang 
fokus pada lingkup wilayah yang sempit. Alasan dipilihnya sampel penelitian 
pada wilayah tersebut adalah wilayah DKI Jakarta memiliki tingkat kepadatan 
penduduk tertinggi di Indonesia, dimana hal tersebut juga berdampak pada 
kebutuhan sumber dana yang besar untuk mendanai kewenangannya dalam 
melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Wilayah lainnya seperti Bogor, 
Depok, Tangerang dan Bekasi juga digunakan sebagai sampel untuk melihat 
perbandingan hasil pada masing-masing wilayah yang berdekatan dengan Kota 
DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian tentang determinan luas pengungkapan 
atas laporan keuangan pemerintah daerah menarik untuk dilakukan. 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, 
maka penelitian ini diberi judul “Determinan Luas Pengungkapan Laporan 





Wilayah Jabodetabek (Kota Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, 
Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Bekasi, 
Kota Bekasi)]” 
1.2 Perumusan Masalah 
Kualitas, manfaat dan kemampuan laporan keuangan dapat digambarkan dari 
kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai 
Standar Akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang 
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku telah memenuhi 
kriteria transparansi bagi pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian 
mengenai determinan luas pengungkapan LKPD menarik untuk dilakukan. 
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dapat diperoleh 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan kekayaan 
daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif 
atau negatif terhadap luas pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Wilayah 
Jabodetabek tahun 2014-2016? 
2. Apakah kompleksitas pemerintahan yang diproksikan dengan jumlah 
penduduk dan jumlah OPD berpengaruh positif atau negatif terhadap luas 
pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Wilayah Jabodetabek tahun 2014-
2016? 
3. Apakah hasil audit yang diproksikan dengan jumlah temuan audit dan tingkat 
penyimpangan berpengaruh positif atau negatif terhadap luas pengungkapan 





1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang 
ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 
1. Mendeteksi apakah karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan 
kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh 
signifikan terhadap luas pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Wilayah 
Jabodetabek tahun 2014-2016. 
2. Mendeteksi apakah kompleksitas pemerintahan yang diproksikan dengan 
jumlah penduduk dan jumlah OPD berpengaruh signifikan terhadap luas 
pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Wilayah Jabodetabek tahun 2014-
2016. 
3. Mendeteksi apakah hasil audit yang diproksikan dengan jumlah temuan audit 
dan tingkat penyimpangan berpengaruh signifikan terhadap luas 
pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Wilayah Jabodetabek tahun 2014-
2016. 
1.3.2 Manfaat penelitian 
1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahun penulis 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat menjadi gambaran tetang pentingnya kualitas 
laporan keuangan terutama dalam hal pengungkapan sebagai dasar 





3. Bagi Pemerintah Pusat, dapat menjadi acuan penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis akrual dalam LKPD. 
4. Bagi kalangan akademis dan pihak-pihak terkait lainnya yang ingin 
melakukan penelitian sejenis, dapat dijadikan referensi serta bahan kajian 
teoritis. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian ini ditulis dengan 5 bab utama yang dibagi kedalam beberapa 
sub bab. 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang teori-teori yang melatar belakangi penelitian dilakukan, 
yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Bab ini juga berisi kerangka pemikiran 
dan hipotesis penelitian. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi berbagai variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-
masing variabel yang digunakan, penentuan sampel, jenis dan sumber data, dan 
metode analisis yang digunakan. 





Bab ini berisi penjelasan hasil deskripsi uji penelitian, analisis data dan 
interpretasi hasil tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan 
LKPD. 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan 
masalah yang telah diuraikan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang 
diajukan untuk penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat berguna bagi pihak-
pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.  
